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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

V.1 Kesimpulan 

Studi ini melihat apakah pengungkapan LKPD dipengaruhi oleh belanja 

modal, ukuran pemerintah, dan opini audit. Penelitian ini menggunakan populasi 

Kabupaten/kotamadya di seluruh Provinsi Nusa Tenggara pada periode 2016-

2018, dengan total sampel 96 Kabupaten/Kota. Hasil uji regresi linear berganda 

menunjukkan: 

a. Belanja modal secara signifikan mempengaruhi pengungkapan LKPD  

b. Ukuran Pemerintah pada aset tidak secara signifikan mempengaruhi 

pengungkapan LKPD 

c. Ukuran Pemerintah pada Jumlah SKPD tidak secara signifikan 

mempengaruhi pengungkapan LKPD 

d. Opini Audit secara signifikan mempengaruhi pengungkapan LKPD 

e. Variabel independen yaitu belanja modal, ukuran pemerintah, dan opini 

audit memberi penjelasan variabel dependen yaitu pengungkapan LKPD 

senilai 13,7%. Sedangkan 86,3% sisanya disebabkan oleh faktor di luar 

pengamatan penelitian ini. 

V.2 Keterbatasan 

Beberapa keterbatasan penelitian ini adalah: 

a. Penelitian “ini hanya menggunakan data” periode penelitian selama 3 tahun 

dengan 32 “observasi per tahun”, “sehinggai model mengalami” beberapa 

masalah dalam penigujiani data. Penggunaani “waktu yang panjang dapat” 

memberikan igambarani “dan perkembangan yang lebih baru dari” praktek 

pengungkapan lapoirani keuanigan pemida. Selain itu, “dalam penelitian” ini 

hanya imenjelasikan iseibagiani “kecil dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

tingkat pengungkapan akibat masih ada faktor-faktor lain yang dapat 

menjelaskan tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah 
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yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini karena keterbatasan waktu 

dan data. 

b. Penelitian ini hanya melibatkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Provinsi 

Nusa Tenggara Barat, sehingga belum mampu menggambarkan secara 

keseluruhan terkait tingkat pengungkapan LKPD. 

V.3 Saran 

Saran yang bisa diberikan melihat hasil penelitian ini adalah: 

a. Pemerintah daerah perlu meningkatkan pengungkapan informasi, seperti 

mempublikasikan laporan keuangan di website resmi agar terciptanya 

transparansi antara pemerintah dengan masyarakat. Meningkatkan proses 

pencatatan atau pengolahan aset agar lebih baik lagi dan melakukan 

penguatan terkait fungsi SKPD dalam melakukan pencatatan laporan 

keuangan.  

b. Masyarakat dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai sumber 

informasi untuk melihat tingkat pengungkapan informasi dalam LKPD. 

Sebagai pengguna laporan keuangan atau prinsipiil, masyarakat diharapkan 

ikut serta dalam mengawasi kinerja pemerintah, dengan hal itu ada 

kemungkinan pemerintah daerah terdorong untuk menyajikan laporan 

keuangan yang lebih berkualitas.  

c. Peneliti selanjutnya perlu memperluas objek penelitian dan disarankan 

untuk mengeksplorasi pengungkapan laporan keuangan pada situs 

pemerintah daerah serta menambahkan variabel kontrol, sehingga akan lebih 

menguatkan penelitian lain yang kemungkinan memiliki pengaruh teradap 

pengungkapan laporan keuangan. 

 


